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Abstrak 

Self Assesment mendorong Wajib Pajak untuk mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada 

pelaksanaannya meskipun terdapat ketentuan, tetapi tetap terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan, 

baik dari perhitungan, penyetoran hingga pelaporannya. Dalam menghindari adanya permasalahan tersebut, pihak 

pajak akan melakukan ekualisasi pajak yaitu, menyamakan antara pajak yang telah disetorkan dan dilaporkan 

berdasarkan SPT Tahunan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Setelah dilakukan ekualisasi 

pajak, apabila terdapat dugaan bahwa ada ketidaksesuaian, maka akan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan 

atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pihak perpajakan. Wajib Pajak 

akan melakukan hal yang serupa dengan pihak perpajakan yaitu melakukan ekualisasi yang akan membantu 

mengoptimalkannya dalam memperoleh titik keseimbangan antara data yang diduga keliru dengan data-data yang 

tersedia berdasarkan kelengkapan, keaslian serta kebenarannya. 

Abstract  

Self-assessment encourages Taxpayers to be independent in fulfilling their tax obligations. In its implementation, 

despite the provisions, there is still the possibility of errors, both from calculations deposits to reporting. In avoiding 

this problem, the tax party performs tax equalization, namely, equating the tax that has been deposited and reported 

based on the Annual SPT with the Periodic SPT that has been reported by the Taxpayer. After the tax equalization is 

carried out, if it is suspected that there is a discrepancy, a Letter of Explanation on Data and/or Information (SP2DK) 

will be issued as a form of supervision carried out by the tax authorities. Taxpayers will do the same thing as the tax 

authorities, namely doing equalization which will optimize the Taxpayer in obtaining a balance point between 

erroneous data and available data based on the truth, as well as the truth. 
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1. Pendahuluan 

Suatu bentuk andil yang dapat masyarakat negara lakukan ialah memenuhi kewajiban dalam 

membayar pajak. Pajak tersebut merupakan hal yang memiliki peran penting bagi negara yaitu sebagai 

sumber pendapatan utama bagi Negara dan sumber yang mempengaruhi peningkatan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan ketentuan perpajakan, sistem perpajakan yang 

dianut Indonesia ialah sistem Self Assesment. 

Menurut (Sumarsan, 2015) menjelaskan bahwa self assessment merupakan suatu sistem perpajakan 

mengenai pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh 

kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, lalu membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 

kewajiban pajak terutang yang harus dipenuhi. Self Assesment mendorong Wajib Pajak untuk mandiri 

dalam memenuhi kewajiban pajak. Pada perhitungan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, besaran 

pajak yang akan disetorkan harus mengikuti peraturan yang ditentukan dalam undang-undang pajak 

yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun terdapat ketentuan yang perlu di patuhi 



oleh Wajib Pajak, tetapi selama pelaksanaan menjalankan sistem ini terdapat kemungkinan terjadinya 

kekeliruan atau kesalahan, baik dari perhitungan, penyetoran hingga pelaporannya. Dalam menghindari 

adanya permasalahan ini pihak pajak senantiasa dalam setiap tahun pajak akan melakukan ekualisasi 

pajak yaitu, menyamakan antara pajak yang telah disetorkan dan dilaporkan berdasarkan SPT Tahunan 

dengan SPT Masa yang telah dilaporkan juga selama masa pajak dan pos-pos pengeluaran serta 

pendapatan perusahaan. Setelah dilakukannya ekualisasi pajak, apabila terdapat dugaan bahwa ada 

ketidaksesuaian, maka akan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 

(SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pihak perpajakan. SP2DK hanya berbentuk surat 

yang masih memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembuktiannya secara 

pribadi, tidak melalui pihak pemeriksa pajak. 

Perusahaan  yang menerima SP2DK akan menelusuri dugaan yang dimaksudkan dan melakukan 

ekualisasi. Tidak terdapat definisi ekualisasi pajak secara teoritis. Tetapi terdapat dasar hukum 

mengenai ekualisasi pajak yaitu tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-4/PJ/2012, 

dimana ekualisasi disebutkan dalam Pasal 4 Nomor (1) Huruf H sebagai teknik pemeriksaan pajak yang 

dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak. Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

mengecek kesesuaian data pajak antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lainnya, yang tentunya 

saling memiliki hubungan. Hubungan tersebut yaitu antara data-data pajak yang satu dengan data pajak 

lainnya ataupun data pembukuan. Ekualisasi ini membantu perusahaan dalam memperoleh titik 

keseimbangan antara data yang dinyatakan keliru dengan data-data yang tersedia dalam perusahaan. 

PT X Konstruksi pada bulan September 2021 silam memperoleh SP2DK atas pajak yang telah 

dilaporkan di tahun 2016. PT X Konstruksi telah diduga adanya kesalahan pelaporan dalam beberapa 

pos pajak yang terdapat pada laporan SPT Tahunan yaitu terkait PPh dengan pos pengeluaran dan 

pendapatan dan PPN. Pada saat itu penulis sedang melakukan magang kerja, sehingga penulis 

membantu tim bagian perpajakan dalam menelusuri, mengekualisasi hingga menjawab SP2DK 

tersebut. Karena data sudah selesai dan sesuai maka penulis diperbolehkan atas fenomena  terkait 

ekualisasi dalam menjawab SP2DK tersebut dijadikan sebagai topik penelitian. 

 

1.1. Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang telah diubah menjadi 

UU No. 16 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No. 7 Tahun 2021 yang saat ini berlaku, dapat 

dinyatakan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

1.2. Pajak Penghasilan 

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, yang 

kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, diperbaharui kembali menjadi 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang saat ini berlaku ialah Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang 

pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

selama satu tahun pajak. 

 

1.3. Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah diperbaharui menjadi Undang- 

Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan atas penghasilan 

di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayrkan, 

atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerinta, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada 

Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib membayarkan. 

 

 



1.4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Final) 

Menurut (Siswanto & Tarmidi, 2021, p. 21) PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan atas 

jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2), 

penghasilan ini bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. 

 

1.5. Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut (Hidayat & Purwana, 2018) PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri baik itu 

Barang Kena Pajak (BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan selama dalam daerah 

pabean. Pajak tersebut bersifat tidak langsung dan Objektif. 

 

 

1.6. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.03//2009, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang 

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

 

1.7. Ekualisasi Pajak 

dasar hukum mengenai ekualisasi pajak yaitu tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 

PER-4/PJ/2012, dimana ekualisasi disebutkan dalam Pasal 4 Nomor (1) Huruf H sebagai teknik 

pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak.  Menurut (Anwar, 2014) dalam buku 

Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus, Ekualisasi Pajak merupakan aktivitas mencocokan data pada 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan pos pajak atau pos biaya yang terdapat di buku-buku 

pengeluaran biaya, ini dilakukan secara terperinci dalam setiap transaksi yang terjadi, yang memiliki 

hubungan dalam pembukuan dan/atau laporan jenis pajak lainnya baik sebagian maupun keseluruhan. 

 

1.8. SP2DK 

SP2DK menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ/2015,  merupakan surat 

yang diterbitkan oleh KPP dalam upaya meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait 

perkiraan data-data yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

 

2. Metode Penelitian 

Objek yang diambil dalam penelitian ini ialah PT X Konstruksi Jakarta. Objek yang akan diamati 

yaitu SPT Masa PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan SPT PPN serta dokumen-dokumen lain seperti 

faktur pajak dan nota sebagai data-data yang diperlukan dalam menjawab SP2DK yang telah 

diterbitkan kepada perusahaan PT X Konstruksi Tahun 2016. 

 

2.1. Variabel Penelitian 

2.1.1 SPT Masa PPh 23 

SPT Masa PPh 23 sebagai variabel yang akan diteliti guna menjawab pos-pos pembiayaan PPh 23 

yang dianggap tidak sesuai dengan SPT Tahunan 2016 terkait pajak atas sewa dalam PT X 

Konstruksi. 

2.1.2 SPT Masa PPh 4 Ayat 2 



SPT Masa PPh 4 ayat 2 sebagai PPh final diteliti guna menjawab terkait ketidaksesuaian antara 

yang telah dilaporkan dengan pos-pos pembiayaan yang yang terjadi yang telah dilaporkan dalam 

SPT Tahunan 2016. 

 

2.1.3 SPT Masa PPN 

SPT PPN merupakan variabel yang diteliti untuk menjawab ketidaksesuaian beda waktu pelaporan 

dan pembukuan perusahaan. Sering terjadi adanya pembatalan faktur yang mengakibatkan adanya 

selisih dalam pelaksanaan ekualisasi. 

   
 

2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan oleh penulis dalam 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan sangat erat 

hubungannya dengan fenomena yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu Interview, Observasi, dan Dokumentasi. 

 

2.3. Teknik Analisis Data 

Teknik  analisis data dilakukan dengan berdasarkan atas batasan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Sehubungan dengan batasan masalah 1 

Melakukan analisis data atas dugaan data yang tidak cocok terkait PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 

ayat (2) Final dengan melihat keterangan SP2DK dan dilakukan analisis dengan SPT Masa PPh 

Pasal 23 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan pos-pos pengeluaran yang merupakan objek PPh 

Pasal 23 dan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final. 

 

2. Sehubungan dengan batasan masalah 2 

Melakukan analisis data atas dugaan data yang tidak cocok terkait Pajak Pertambahan Nilai dengan 

melihat keterangan SP2DK dan dilakukan analisis dengan SPT Masa PPN dan pos-pos penjualan 

yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT X Konstruksi merupakan Perusahaan yang diakuisisi dari saham PT X Insan Pertiwi pada 

tahun 2008.  PT X Insan Pertiwi sendiri didirikan pada tahun 1984 yang merupakan cikal bakal 

dari berdirinya PT X Konstruksi. Pada tanggal 18 November 2008, PT X (Persero) mengakuisisi 

PT X Insan Pertiwi. Pada tanggal 28 November 2013 Perusahaan melakukan transformasi kembali 

dan mengubah nama Perusahaan menjadi PT X Konstruksi. 

PT X Konstruksi merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, Jasa 

Engineering, Procurement dan Construction, Jasa Fabrikasi, Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan 

serta Investasi. Yang menjadi pekerjaan utama di PT X Konstruksi ialah dalam bidang MEP 

(Mechanical Electrical Piping), EPCC (Engineering Procurement Construction Commisioning), 

O&M (Operation & Maintenance) dan Investasi di sektor industrial dan powerplant serta fasilitas 

infrastruktur. Untuk bidang investasi merupakan bidang yang baru saja dijalani. 

3.2. Hasil Penelitian 

3.2.1. Mengenai Batasan Masalah 1 



a. Terdapat dugaan berupa adanya selisih biaya bunga yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan 

pada SPT Tahunan PPh Badan dengan nilai DPP/Objek Pajak terkait bunga yang dilaporkan 

pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2), dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Hasil Ekualisasi Perpajakan Terkait Bunga Yang Dilaporkan 

Tahun 

Pajak 

Jumlah Biaya 

Bunga Pinjaman 

cfm SPT Tahunan 

Lampiran II 

Nilai Objek Pajak 

Terkait Bunga 

Pinjaman (cfm 

SPT Masa PPh 

Pasal 23) 

Nilai Objek 

Pajak Terkait 

Bunga Pinjaman 

(cfm SPT Masa 

PPh Pasal 4 

ayaut 2) 

Jumlah Nilai 

Objek Pajak 

terkait Bunga 

Selisih 

2016 Rp1.429.166.667 - - - Rp1.429.166.667 

Sumber : SP2DK PT X Konstruksi, data diolah 

Perusahaan mengatakan bahwa pihak pajak menduga terkait biaya bunga tersebut 

merupakan bunga afiliasi. Menurut Pak Sugih selaku bagian perpajakan yang memegang Pajak 

Pertambahan Nilai, Bunga Afiliasi merupakan bunga yang dibayarkan atas pinjaman yang 

dilakukan dalam lingkup hubungan istimewa antara perusahaan dengan perusahaan afiliasi. Dalam 

hal tersebut, yaitu terkait bunga pinjaman yang dibayarkan PT X Konstruksi kepada PT X Persero 

sebagai induk perusahaan, sehingga perusahaan wajib dikenakan PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman 

dengan tarif  pajak 15%. Perusahaan diduga tidak melakukan perhitungan, penyetoran dan 

pelaporan terkait bunga afiliasi tersebut. 

Jumlah atas biaya bunga pinjaman ini dapat ditelusuri dan dilakukan rekapan. Berikut 

rincian per pos biaya bunga : 

 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Atas Biaya Bunga Pinjaman 

Tanggal Bulan Tahun Uraian Rupiah 

25/01/2016 01 2016 INDONESIA EXIM BANK         38.888.889  

25/01/2016 01 2016 INDONESIA EXIM BANK         38.888.889  

25/01/2016 01 2016 INDONESIA EXIM BANK         45.833.333  

31/01/2016 01 2016 BNI 46         62.500.000  

23/02/2016 02 2016 INDONESIA EXIM BANK         43.055.556  

23/02/2016 02 2016 INDONESIA EXIM BANK         43.055.556  

23/02/2016 02 2016 INDONESIA EXIM BANK         43.055.556  

29/02/2016 02 2016 BNI 46         62.500.000  

22/03/2016 03 2016 INDONESIA EXIM BANK         40.277.778  

22/03/2016 03 2016 INDONESIA EXIM BANK         40.277.778  

22/03/2016 03 2016 INDONESIA EXIM BANK         40.277.778  

31/03/2016 03 2016 BNI 46         62.500.000  

20/04/2016 04 2016 INDONESIA EXIM BANK         86.111.111  

30/04/2016 04 2016 BNI 46         20.833.333  

24/05/2016 05 2016 INDONESIA EXIM BANK         83.333.333  

31/05/2016 05 2016 BNI 46         20.833.333  

16/06/2016 06 2016 INDONESIA EXIM BANK         91.666.667  

18/07/2016 07 2016 INDONESIA EXIM BANK         77.777.778  

31/07/2016 07 2016 BNI 46         41.666.667  



23/08/2016 08 2016 INDONESIA EXIM BANK         86.111.111  

31/08/2016 08 2016 BNI 46         20.833.333  

30/09/2016 09 2016 BNI 46         20.833.333  

18/10/2016 10 2016 INDONESIA EXIM BANK         80.555.556  

31/10/2016 10 2016 BNI 46         20.833.333  

21/11/2016 11 2016 INDONESIA EXIM BANK         86.111.111  

30/11/2016 11 2016 BNI 46         20.833.333  

14/12/2016 12 2016 INDONESIA EXIM BANK         88.888.889  

30/12/2016 12 2016 BNI 46         20.833.333  

TOTAL   1.429.166.667  

 Sumber : Data diolah 

Dari hasil rekapitulasi terkait Biaya Bunga Pinjaman, akan dilakukan ekualisasi, 

yaitu menyamakan total yang dicantumkan pada SP2DK dengan hasil rekapitulasi, yaitu 

: 

Jumlah Biaya Bunga Pinjaman cfm SPT Tahunan Badan = Rp1.429.166.667 

Jumlah Hasil Rekapitulasi     = Rp1.429.166.667 

 Selisih       =                      Rp0 

Selisih menunjukan bahwa hasil ekualisasi tidak terdapat perbedaan antara data yang 

ditarik perpajakan dengan rekapan data atas biaya bunga pinjaman. 

 

b. Terdapat selisih biaya sewa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan pada SPT Tahunan PPh 

di lampiran II dengan akumulasi nilai objek pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final 

yang dilaporkan dalam SPT Masa, dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Hasil Ekualisasi Perpajakan Terkait Biaya Sewa 

Tahun 

Pajak 

Jumlah Biaya 

Sewa cfm SPT 

Tahunan 

Lampiran II 

Nilai Objek Pajak 

Terkait Sewa 

(cfm SPT Masa 

PPh Pasal 23) 

Nilai Objek 

Pajak Terkait 

Sewa (cfm SPT 

Masa PPh Pasal 

4 ayaut 2) 

Jumlah Nilai 

Objek Pajak 

terkait Sewa 

Selisih 

2016 Rp24.550.269.700 Rp23.134.615.977 Rp1.139.707.616 Rp24.274.323.593 Rp275.946.107 

      Sumber : SP2DK PT X Konstruksi, data diolah 

Dari sistem pajak telah menjumlahkan terkait total Nilai Objek Pajak yang dilaporkan 

dalam SPT Masa baik itu PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) yaitu Rp23.134.615.977 dan Rp1.139.707.616, 

sehingga jika ditotal menjadi Rp24.274.323.593 angka tersebut berselisih jika dibandingkan 

dengan nominal yang terlampir pada SPT Tahunan Badan dalam lampiran-II Nomor 5 terkait Biaya 

Sewa yaitu Rp24.550.269.700. Terdapat selisih Rp275.946.107 yang diduga belum dilaporkan 

dalam SPT Masa. Menurut Ka Salsa total jumlah biaya sewa yang tercantum dalam SPT Tahunan 

Badan mengandung tiga jenis PPh yaitu PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan PPh Pasal 15, 

dengan empat jenis sewa yaitu Sewa Bangunan, Sewa Kendaraan, Sewa Peralatan, dan Sewa 

Pesawat. 
Peneliti akan menjabarkan terkait rincian atas biaya sewa dalam masing-masing jenis pajak 

nya yaitu PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dan PPh Pasal 15, berikut daftar rekapan yang 

diperoleh dari SPT Masa tahun 2016 yang telah dilaporkan perusahaan. 

1) Rekapan SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2016 

 



Tabel 4.4 

Rekapan Penghasilan Bruto Biaya Sewa PPh Pasal 23 

  PENGHASILAN BRUTO PPh Pasal 23 Tarif 

Januari                     2.222.116.421                49.088.501  2% 

Februari                     2.324.798.168                49.979.815  2% 

Maret                     1.439.980.561                30.792.396  2% 

April                     1.435.041.735                32.050.394  2% 

Mei                     2.169.536.832                45.905.591  2% 

Juni                     2.113.906.822                44.124.458  2% 

Juli                        878.890.984                21.370.640  2% 

Agustus                     3.129.181.563                70.006.383  2% 

September                     2.274.432.959                48.547.189  2% 

Oktober                     2.494.572.979                63.128.661  3% 

November                     1.380.137.215                30.599.989  2% 

Desember                        864.595.045                21.604.421  2% 

TOTAL                   22.727.191.284  507.198.438    

Sumber : Data diolah 

2) Rekapan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final tahun 2016 

Tabel 4.5 

Rekapan Penghasilan Bruto Biaya Sewa PPh Pasal 4 Ayat (2) Final 

  PENGHASILAN BRUTO PPh Pasal 4 Ayat (2) Tarif 

Januari                        203.389.844                20.338.984  10% 

Februari                        140.444.443                14.044.444  10% 

Maret                        125.327.221                12.532.722  10% 

April                          40.497.165                  4.049.716  10% 

Mei                          24.788.334                  2.478.833  10% 

Juni                          41.155.001                  4.115.501  10% 

Juli                          55.233.333                  5.523.333  10% 

Agustus                        242.099.994                24.209.999  10% 

September                          73.477.777                  7.347.777  10% 

Oktober                          67.972.221                  6.797.222  10% 

November                          54.491.106                  5.449.112  10% 

Desember                          70.831.177                  7.083.120  10% 

TOTAL                     1.139.707.616  113.970.763    

Sumber : Data diolah 

3) Rekapan SPT Masa PPh 15 tahun 2016 

Tabel 4.6 

Rekapan Penghasilan Bruto Biaya Sewa PPh Pasal 15 
  PENGHASILAN BRUTO 

(Rp) 

PPh Pasal 15 (Rp) TARIF 

Januari       

Februari       

Maret       

April       

Mei       

Juni       

Juli       



Agustus       

September       

Oktober                      683.370.800 12.300.674  1,8% 

November       

Desember       

TOTAL                        683.370.800  12.300.674    

Sumber : Data diolah 

Hasil rekapan dari masing-masing SPT Masa PPh 23, PPh 4 ayat (2) dan PPh 15, jika 

dijumlahkan terkait besaran Penghasilan Brutonya, ialah : 

  = Rp22.727.191.284 + Rp1.139.707.616 + Rp683.370.800 

  = Rp24.550.269.700 

Jumlah tersebut jika diekualisasikan dengan jumlah biaya sewa yang telah dilaporkan 

dalam SPT Tahunan Badan, maka : 

Jumlah biaya sewa dalam SPT Tahunan   = Rp24.550.269.700 

Jumlah biaya sewa dalam SPT Masa   = Rp24.550.269.700 

  Selisih       =                        Rp0 

Selisih ekualisasi menunjukan bahwa pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa dan 

SPT Tahunan sama dan tidak terdapat selisih. Tetapi jika dibandingkan dengan hasil penarikan 

sistem yang dilakukan pihak pajak, yaitu : 

Jumlah biaya sewa dalam SPT Masa   = Rp24.550.269.700 

Jumlah terlapor dalam sistem    = Rp24.274.323.593 

   Selisih      =      Rp275.946.107 

Selisih ekualisasi tersebut menunjukan bahwa perusahaan perlu melakukan penelusuran 

data lebih lanjut, karena perusahaan diduga tidak melaporkan senilai Rp275.946.107 dalam SPT 

Masa Perusahaan. 

 

c. Berdasarkan ekualisasi DPP SPT Tahunan atas penghasilan Jasa Pelaksanaan Konstruksi 

dengan Bukti potong Lawan – Jasa Konstruksi terdapat indikasi Penghasilan yang dikenakan 

PPh Final yang belum dilakukan pemotongan PPh, dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Ekualisasi Perpajakan DPP Jasa Pelaksanaan Konstruksi 

DPP cfm SPT Tahunan PPh 1771 Lampiran IV Rp344.726.088.971 

Pelaksanaan Konstruksi  Rp344.726.088.971 

 

DPP Bukti Potong cfm lawan transaksi Rp291.233.551.392 

DPP Bukti Potong lawan transaksi  Rp291.233.551.392 

  

 Selisih DPP Rp53.492.537.579  

Sumber : SP2DK PT X Konstruksi, Data diolah 



DPP cfm yang telampir dalam SPT Tahunan dapat ditelusuri rinciannya 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Rincian Atas Pengakuan DPP Pelaksanaan Jasa Konstruksi 

Penjualan Bersih      

Akun ini terdiri dari :     

Pihak Berelasi     

     PT Indonesia Power - EPC Suralaya  Rp163.847.237.855    

     PT X Persero, Tbk  Rp52.929.877.638    

     PT Pembangunan Perumahan  Rp31.097.329.020    

     PT Rekadaya Elektrika  Rp4.083.345.702    

     PT Patra Badak Arun Solusi - Mundu  Rp4.067.200.896    

     PT X Bitumen            Rp660.037.167    

     Sub Jumlah    Rp256.685.028.278  

      

Pihak Ketiga      

     PT Alstom Indonesia  Rp26.693.556.082    

     PT Rayon Utama Makmur  Rp25.679.228.817    

     PT Inti Karya Persada Teknik  Rp25.658.982.706    

     PT Sankyu Indonesia Internasional  Rp4.790.818.520    

     PT Indo Karya Bangun Bersama  Rp4.093.645.156    

     PT South Pacific Viscose  Rp910.610.000    

     PT Wartsila Indonesia             Rp250.219.412    

     Sub Jumlah      Rp88.077.060.693  

             Jumlah     Rp344.762.088.971  

 Sumber : Catatan Laporan Keuangan PT X Konstruksi, data diolah 

 

Jika dilakukan ekualisasi atas DPP cfm yang dilaporkan dengan rincian penjualan yang 

telah diakui oleh perusahaan dalam Catatan Laporan Keuangan terkait penjualan, yaitu : 

DPP cfm dalam SPT Tahunan   = Rp344.762.088.971 

Rincian atas pengakuan DPP penjualan  = Rp344.762.088.971 

 Selisih      =                 Rp0  

Dan apabila dilakukan ekualisasi antara hasil ekualisasi perpajakan dalam SP2DK yaitu 

sebagai DPP bukti potong lawan transaksi dengan rincian atas penjualan perusahaan yang telah 

diakui tersebut, maka: 

DPP bukti potong lawan transaksi   = Rp291.233.551.392 

Rincian atas pengakuan DPP penjualan  = Rp344.762.088.971 

 Selisih      =   Rp53.492.537.579 

Atas selisih tersebut pihak pajak menyatakan bahwa perusahaan diduga belum melakukan 

pemotongan PPh final atas jasa konstruksi tersebut. 

d. berdasarkan data ditel Faktur Pajak Masukan, terdapat indikasi adanya PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 4 ayat (2) yang belum/kurang dipotong, berikut datanya : 



Tabel 4.9 

Ekualisasi Perpajakan Faktur Pajak Masukan 

Data Faktur Masukan Rp5.204.596.711 

DPP PPh Pasal 23 Belum/Kurang Potong  Rp5.204.596.711 

Sumber : SP2DK PT X Konstruksi, Data diolah 

Data faktur masukan tersebut yang telah ditarik dari sistem oleh pihak perpajakan 

dinyatakan belum dilakukannya pemotongan oleh pihak perusahaan, sehingga perusahaan 

diminta untuk penjelasan terkait PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) yang belum dilakukan pemotongan. 

Peneliti menelusuri atas jumlah DPP yang dicantumkan dalam tabel 4.9 tersebut, berikut 

rinciannya : 

Tabel 4.10 

Rincian Atas Faktur Pajak Masukan 
No NAMA SUPPLIER JENIS JASA DPP Belum 

Dipotong (Rp) 

PPh (Rp) 

1 PT KARYA SINAR 

SURYA 

Sewa alat  16.130.000   322.600  

2 PERKASA TEKNIK SPV Purwakarta, 

Pekerkaan Sipil Proyek 

Water Line SPV 

Purwakarta 

 324.526.257   12.981.050  

3 SAHABAT KONSTRUKSI 

INDONESIA 

Instalasi Pipa LPG 

Storage, Spherical Tank 

Mundu Indramayu, 

Perjanjian Subkontrak 

 782.968.500   31.318.740  

4 PT KARYA MASTER 

MANDIRI INDONESIA 

Biaya Sertifikasi Teknisi 

Listrik 

 123.000.000   4.920.000  

5 INKHA ANUGRAH 

PRATAMA 

untuk Mechanical dan 

Steel Structure, Invoice 

30,34% : Jasa Design dan 

Konstruksi 

 1.330.000.200   53.200.008  

6 CV LINTAS SARANA 

TELEKOMUNIKASI 

DP 30% atas Pengadaan 

dan Jasa Pemasangan 

Panasonic KX-NCP1000 

 17.100.000   684.000  

7 RUMAH SUSUN (PPRS) 

MENARA MTH 

Service Charge  219.212.040   8.768.482  

8 STANLEY CIPTA 

MANDIRI 

Operator Mobile Crane 

50T Periode 15 Mei 2016-

15 Juni 2016 Di Dayung 

 290.000.000   11.600.000  

9 NUSANTARA 

LOGISTICS 

dan 8T, dari Jakarta ke 

PLTG Belitung, Cy To 

Door, Pengiriman Alat 

dan Material 

 603.720.750   24.148.830  

10 PT PEC TECH SERVICES 

INDONESIA 

Rental Crane  17.043.740   681.750  

11 MUTIARA JAYA ABADI MM, Batu Gerinda I - Prix 

SS 7 x 3, Sepatu Safety 

Ciklat King KWD806 Uk 

7, Kabel 

 1.075.787.112   43.031.484  

12 PT ASTRIKA KARYA 

PUTRA 

Jasa Pekerjaan Mobilisasi 

(020-TR), Jasa 

Demobilisasi (015) 

 87.000.000   3.480.000  



13 PT INTI KARYA 

PERSADA TEKNIK 

April-Mei 2016, 

Backcharge Payment for 

Fuel used period from 

Junie - August 2016 

 143.901.118   5.756.045  

14 PT ASTRA GRAPHIA, 

Tbk 

Perlengkapannya, MOP 

A4 Color For DC-V 

C3375 CP, MOP A4 

Color For DC-V C3375 

 170.201.850   6.808.074  

15 PT ASTRA 

INTERNASIONAL, Tbk 

TMO SYN 10W-40SN 

1LT, Material/Balancing 

 4.005.144   160.206  

 

 
Jumlah 

 
5.204.596.711  207.861.269  

 Sumber : Data diolah 

3.2.2. Mengenai Batasan Masalah 2 

a. Terdapat Faktur Pajak yang seharusnya tidak dikreditkan karena telah dibatalkan oleh Penerbit 

Faktur Pajak, datanya sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Ekualisasi Perpajakan Faktur Pajak Yang Seharusnya Dibatalkan 

No 
NPWP 

Pembeli 

Nama WP 

Pembeli 

Masa/ 

Tahun Pajak 

Dikreditkan 

NPWP 

Penjual 

Nama WP 

Penjual 
No Faktur 

Tanggal 

Penerbitan 

DPP 

(Rp) 

PPN 

(Rp) 

1 01.366.291.1-

062.000 

PT X 

Konstruksi 

201610 706.051.968-

063.000 

GBP 

Advocates 

and 

Couselors 

01103416-

133302771 

04-10-2016 37.500.000 3.750.000 

2 01.366.291.1-

062.000 

PT X 

Konstruksi 
201610 314.906.223-

429.000 

Total Daya 01000116-

22878504 

26-10-2016 2.780.412.375 278.041.238 

3 01.366.291.1-

062.000 
PT X 

Konstruksi 
201611 02.270.525.5-

043.000 

Hana Caraka 

Nusantara 

Logistik 

01003416-

21542048 

19-11-2016 68.000.000 6.800.000 

4 01.366.291.1-

062.000 
PT X 

Konstruksi 
201612 03.099.968.4-

721.000 

Teknik 

Nusantara 

01003416-

03107062 

09-12-2016 68.250.000 6.825.000 

5 01.366.291.1-

062.000 
PT X 

Konstruksi 
201612 03.099.968.4-

721.000 

Teknik 

Nusantara 

01003416-

03107062 

09-12-2016 68.250.000 6.825.000 

6 01.366.291.1-

062.000 
PT X 

Konstruksi 
201611 31.490.622.3-

429.000 

Total Daya 01000116-

22878505 

10-11-2016 2.780.412.375 278.041.238 

Sumber : Data diolah 

Pihak pajak menduga bahwa perusahaan telah melakukan kredit pajak atas faktur pajak 

yang telah dibatalkan oleh pihak pajak, karena adanya kekeliruan dan harus dilakukan pembetulan 

faktur pajak. 

 

3.3. Pembahasan 

3.3.1.  Pembahasan hasil penelitian terkait PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2), 

a. Pada nyatanya Perusahaan mengakui bahwa nominal yang dilampirkan sebagai Bunga 

Afiliasi tersebut merupakan Biaya Provisi. Biaya Provisi ini menurut Pak Sugih 

merupakan biaya yang dibayarkan atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. 

Terdapat pembebasan pajak terkait bunga provisi tersebut dan dasar hukum atas 

pembebasan ini ada dalam Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-78/PJ.311/1996 



Tentang Pembebasan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diperoleh perusahaan anjak 

piutang. Dinyatakan dalam Nomor 2, yaitu “Sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1994, atas penghasilan yang diterima oleh Bank tidak dipotong 

PPh Pasal 23”, karena biaya provisi merupakan penghasilan yang diterima oleh bank 

sehingga pihak perusahaan tidak melakukan perhitungan, penyetoran terhadap biaya 

provisi bank. 

b. Seluruh Nilai Biaya Sewa tersebut terdiri dari Biaya Sewa Bangunan, Sewa Peralatan, 

Sewa Kendaraan, Sewa Helikopter dan Sewa Pesawat yang kewajiban pemotongannya 

sudah dipenuhi melalui SPT Masa PPh 23, PPh 4 ayat (2) dan PPh 15. Atas selisih dengan 

nilai Rp275.946.107,- perusahaan menyatakan bahwa itu merupakan nilai atas SPT Masa 

PPh Pasal 15 Sewa Pesawat. 

c. Menurut Ka Salsa selisih atas ekualisasi DPP Pelaksanaan Jasa Konstruksi disebabkan 

karena adanya beda pengakuan lawan transaksi, hal tersebut karena pendapatan yang 

diperoleh dalam bidang konstruksi diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian. 

Persentase penyelesaian ini diterapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang 

dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Opname Proyek (BAOP) yang telah ditandatangani 

kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya 

diakui sebagai piutang atas pendapatan sementara yang belum diterbitkan fakturnya diakui 

sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Beban diakui sesuai manfaatnya pasca tahun 

yang bersangkutan. 

Dalam hal ini perusahaan sudah mengakui pendapatan sebesar Rp344.762.088.971, tetapi 

pada realisasinya lawan transaksi belum mengakui pendapatan tersebut secara penuh, 

karena adanya retensi atas pelaksanaan jasa konstruksi sebesar Rp53.492.537.579,- retensi 

ini baru akan diterima ketika enam bulan kemudian atau maksimal satu tahun kemudian. 

Retensi tersebut menurut Ka Salsa merupakan atas sisa piutang perusahaan kepada 

pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi 

tertentu.  

Dari penelusuran terkait Faktur Pajak Masukan yang diduga belum/kurang potong, 

terdapat beberapa yang memang belum dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 4 ayat (2) Final, selain itu ada yang memang merupakan transaksi material sehingga 

tidak dilakukan pemotongan berdasarkan PPh 23 dan ada yang dikhususkan yaitu PT 

Inkha Anugrah Pratama dinyatakan dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 

23, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selanjutnya terdapat 

SKB (Surat Keterangan Bebas Pajak) atas PT Astra Graphia, Tbk. 

 

3.3.2. Pembahasan hasil penelitian terkait Pajak Pertambahan Nilai, 

Pada poin 1 dalam tabel 4.11 menurut Ka Salsa telah dilakukan pembetulan SPT Masa Oktober 

2016 atas koreksi Faktur Pajak Masukan GDP Advocates and Counselors, SPT Masa Oktober 2016 

terlampir. GBP Advocates and Counselors membatalkan Faktur Pajak tersebut. Selanjutnya Poin 2 

Atas Faktur Masukan PT Total Daya sudah dilakukan Pembayaran oleh PT X Konstruksi ke Kas 

Negara dengan ID Billing milik Total Daya tanggal 19/01/2017. Bagi poin 3, 4, dan 5 pihak perusahaan 

belum menemukan bukti pendukung atas transaksi tersebut, karena bukti belum diperole pihak 

perusahaan melakukan pembayaran sejumlah nilai pada poin 3, 4 dan 5 yaitu Rp 6.800.000, 

Rp6.825.000 dan Rp6.825.000 pada tanggal 29 September 2021. Untuk poin 6 atas Faktur Pajak PT 

Total Daya sudah dilakukan pembayaran oleh PT X Konstruksi ke rekening PT Total Daya pada 

tanggal 08 September 2017 dikarenakan PT Total Daya telah memenuhi Bukti Setor dan Lapor ke Kas 

Negara. 



4. Simpulan dan Saran 

Atas SP2DK yang diterbitkan dan telah dijawab, PT X Konstruksi harus membayar pajak yang 

memang belum dipotong yaitu terkait Faktur Pajak yang belum dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 

23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp48.637.340,- dan faktur pajak atas Hana Caraka Nusantara 

Logistics dan Teknik Nusantara masing-masing sebesar Rp 6.800.000, Rp6.825.000 dan Rp6.825.000. 

sehingga jika dijumlahkan, yaitu : 

Pembayaran atas faktur pajak terkait PPh    = Rp48.637.340,- 

Hana Caraka Nusantara Logistics     =   Rp6.800.000,- 

Teknik Nusantara (Rp6.825.000 x 2)     = Rp13.650.000,- 

 Jumlah        = Rp69.087.340,- 

Jumlah sebesar Rp69.087.340,- yang telah dibayarkan atas kekurangan PT X Konstruksi setelah 

menjawab SP2DK, nominal tersebut dianggap sebagai selisih kurang bayar PT X Konstruksi atas SPT 

Tahunan dan SPT Masa yang telah dilaporkan. PT X Konstruksi belum dinyatakan dikenakan denda 

atas selisih kurang bayar tersebut, pihak pajak akan memproses lebih lanjut dengan menerbitkan STP 

(Surat Tagihan Pajak). 

 

Dari kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran atas penelitian ini yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik. Bagi Perusahaan, dalam upaya mengantisipasi 

terbitnya SP2DK,  perusahaan dapat lebih waspada dan lebih memperhatikan atas kewajiban pajak yang 

akan dilaporkan maupun telah dilaporkan, untuk mengantisipasi adanya kekeliruan alangkah baiknya 

perusahaan melakukan ekualisasi internal dalam setiap tahun pajak. Selanjutnya dalam menjawab 

SP2DK dilakuka degan merinci diikuti berdasarkan ketentuan pajak dalam setiap pos data yang diminta 

penjelasan, hal tersebut supaya dapat lebih meyakinkan bagi pihak pajak atas jawaban SP2DK. Bagi 

penelitian selanjutnya, hasil dari penyusunan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan salah satu referensi dan dapat membantu dalam mempertimbangkan supaya lebih 

memperdalam untuk penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 1 

WAWANCARA 

Wawancara dengan Ka Salsa 

Peneliti   :  Ka, PT X Konstruksi ini termasuk perusahaan jasa konstruksi dalam kualifikasi apa ? 

Ka Salsa :  Termasuk kualifikasi perusahaan jasa konstruksi dan elekrikal kecil, sedang dan 

menengah. 

Peneliti   :  Mengapa PT X Konstruksi memperoleh penerbitan SP2DK ? 

Ka Salsa :  Jadi, dari pihak pajak itu dilakukan ekualisasi terkait perpajakan yang telah dilaporkan 

dalam SPT Masa dan SPT Tahunan. Dari ekualisasi tersebut pihak pajak memiliki dugaan 

belum terpenuhinya beberapa pos pajak yang telah dilaporkan, sehingga dalam hal tersebut 

pihak pajak menerbitkan SP2DK sebagai surat permintaan yang ditujukan kepada 

perusahaan untuk menjelaskan beberapa pos pajak yang diduga belum terpenuhi 

pemotongan, penyetoran dan pelaporannya. PT X Konstruksi ini diduga belum memenuhi 

sepenuhnya terkait kewajiban perpajakannya. 

Peneliti   : Terus ekualisasi itu apa ya ka ? 

Ka Salsa : Ekualisasi itu teknik menyamakan data antara data yang satu dengan data yang lainnya, 

yang jelas data itu tuh ada hubungannya, kaya misal pos pajak yang di cantumin dalam 

SPT Tahunan sama tidak dengan nominal per SPT masa kalau dijumlahkan. Nah ekualisasi 



ini ada dua macem yaitu ekualisasi yang dilakukan oleh pihak perpajakan atau kita 

sebutnya ekualisasi perpajakan sama ekualisasi perusahaan. Ekualisasi perusahaan 

biasanya ada yang memang rutin melakukannya setiap masa atau setiap tahun pajak, tapi 

di PT X Konstruksi ini lebih ke rekonsiliasi, kita udah lama tidak melakukan ekualisasi, 

karena sebenarnya rekonsiliasi ini turunan dari ekualisasi, rekonsiliasi dan ekualisasi 

seperti satu jenis. Karena kita (PT X Konstruksi) memperoleh penerbitan SP2DK jadi kita 

menelusuri data dengan melakukan teknik yang sama dengan pihak perpajaka yaitu 

melakukan ekualisasi, kita membandingkan data-data yang kita miliki dengan data yang 

menjadi dugaan pihak pajak karena ada kekeliruan atau memang pihak perusahaan 

belum/kurang melakukan pemotongan. 

Peneliti    : Kalau dalam melakukan ekualisasi, terus dapat menjawab SP2DK itu, dan ternyata 

memang ada yang kurang/belum dipotong perusahaan terkait beberapa pos pajak, 

perusahaan dapet denda tidak ? 

Ka Salsa  : kalau dinyatakan memang ada yang belum/kurang bayar secara perpajakannya kita emang 

ada kurang bayar, kita otomatis langsung bayar dulu, untuk masalah denda pasti ada, cuma 

kita nunggu proses lebih lanjut, nanti pihak perpajakan bakal nerbitin STP (Surat Tagihan 

Pajak) 

Peneliti    : Saya lanjut nanya terkait SP2DK nya ya ka, untuk poin yang pertama itu terkait biaya 

bunga pinjaman, itu terdapat masalah apa ka ? 

Ka Salsa  : Itu pihak pajak salah pengakuan, mereka ngira itu adalah biaya bunga pinjaman afiliasi jadi 

harusnnya dikenain PPh 23 dengan tarif 15%, tapi padahal itu biaya bunga provisi, yang 

mana kalo bunga provisi itu gak dikenain PPh 23. 

Peneliti    : Untuk poin 2 ka tentang biaya sewa ? 

Ka Salsa  : di poin 2 ini atas biaya sewa yang dilaporin di SPT Tahunan, kan pihak pajak melakukan 

ekualisasi, mereka narik data dari sistemnya atas PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) pas diekualisasi 

ada selisih ternyata dari sistem mereka kurang, jadi kita dianggap tidak melaporkan yang 

selisihnya itu. Padahal yang kita cantumin dalam SPT Tahunan bukan hanya terkait PPh 

23 dan PPh 4 ayat (2) tapi disitu ada PPh 15 juga terkait sewa pesawat. 

Peneliti    : Untuk yang poin 3 ka, kenapa bisa ada selisih atas DPP penjualan ? 

Ka Salsa  : Jadi kalo yang poin 3 itu, perusahaan udah mengakui pendapatan penjualan sebesar yang 

tercantum dalam SPT Tahunan, tetapi pada nyatanya, kalo perusahaan konstruksi itu dalam 

pelaksanaan jasa konstruksi selalu ada retensi, nah yang selisih itu tu retensi yang akan 

dibayar nanti, jadi kemarin di tahun 2016 itu perusahaan baru menerbitkan faktur pajak 

sesuai pendapatan yang diterima. Untuk retensi itu perusahaan akan buat faktur nanti 

setelah progres selesai dan biasanya dia baru cairnya 6 bulan kemudian atau maksimal 1 

tahun kemudian semenjak deal pelaksanaan konstruksi. 

Peneliti    : Untuk poin 4 ka, itu maksudnya beberapa dari Faktur Masukan dianggap belum/kurang 

potong atas PPh ? 

Ka Salsa  : Iya bener, jadi mereka menarik Faktur Masukan dari sistem atas yang kita laporkan, nah 

terdapat angka yang dicantumin dalam situ, itu mereka menduga belum kita potong. 

Memang beberapa ada yang belum kita potong, tapi ada juga yang memang transaksi 

material yaitu pembelian pasir gitu-gitu, sama ada dua yang memang dibebaskan dari 

pemotongan pajak. 



Peneliti    : yang terakhir ini ka ? Maksudnya gimana perusahaan melakukan pengkreditan atas Faktur 

Pajak yang telah dibatalkan ? 

Ka Salsa  : Jadi kan faktur pajak masukan itu memang dapat dikreditkan, nah perusahaan itu seperti 

biasa melakukan kredit pajak. tapi ternyata terkait PT Total Daya, faktur yang udah mereka 

terbitin itu mereka batalin, dan mereka nerbitin lagi yang baru, kita gak dikonfirmasi jadi 

tetep kita lakuin kredit, dan ternyata pada saat restitusi  

Wawancara sedikit dengan Pak Sugi terkait 

Peneliti     : Pak Sugih, bunga afiliasi itu apa ? 

Pak Sugih : Bunga Afiliasi itu seperti bunga pinjaman atas peminjaman yang dilakukan antara 

perusahaan dengan perusahaan yang terafiliasi, kaya misal PT X Konstruksi memperoleh 

pinjaman dari PT X Persero, dari pinjaman itu terdapat bunga afiliasi. Bunga afiliasi 

termasuk bunga pinjaman jadi harus dikenakan PPh 23 dengan tarif pemotongan 15%. 

Peneliti     : Bedanya sama bunga provisi apa pak sugih ? 

Pak Sugih : kalau bunga provisi itu biaya yang dibayarkan atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh 

pihak bank kaya modelan biaya administrasi gitu, nah kalo bunga ini deberi kebebasan gak 

ada pemotongan PPh 23. 

 

LAMPIRAN 2 

SPT Masa PPh Pasal 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

SP2DK PT X Konstruksi 

 

 

 

 



LAMPIRAN 5 

SPT Tahunan Badan 

 

  



LAMPIRAN 6 

Laporan Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 7 

Faktur Masukan dalam SPT Masa PPN dan Pembetulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LAMPIRAN 8 

Terkait Bukti Pembayaran atas kurang potong 

  



 

 

 

 



 

  



 


